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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan E-Commerce 

a. Perdagangan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan e-

commerce di Tiongkok diatur melalui E-commerce Law of The 

People’ Republik Tiongkok. Regulasi tersebut secara garis besar 

mengatur mengenai Izin usaha yang termuat di dalam Pasal 10 

menetapkan bahwa platform e-commerce bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa pelaku usaha yang ada di dalam platform tersebut 

sudah terdaftar sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk pelaku 

usaha dibidang jasa titip online yang harus memiliki izin usaha baik 

dari negara Tiongkok dan negara asalnya. Perdagangan melalui sistem 

elektronik di Tiongkok juga sangat krusial mengatur mengenai 

periklanan di dalam Pasal 18 platform e-commerce harus 

mengirimkan iklan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, hal ini kemudian dipertegas dengan adanya bentuk 

perlindungan hak kekayaan intelektual yang ditampilkan dalam iklan 

e-commerce. Bentuk pengawasan yang ada dalam peraturan e-

commerce Tiongkok, dimana baik pemerintah dalam ha ini Dewan 

Negara, pelaku usaha e-commerce dan juga platform e-commerce 

memiliki tanggung jawab yang sama terhadap terselenggaranya 

perdagangan melalui sistem elektronik yang baik. Dewan Negara 
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dalam hal ini berlaku sebagai pengawas eksternal berkewajiban untuk 

terlibat aktif mempromosikan sistem tata kelola pasar e-commerce 

kepada berbagai aktivitas perekonomian nasional sehingga terjadi 

pemerataan ekonomi di wilayah perkotaan sampai dengan pedesaan. 

b. Indonesia melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 perizinan 

berusaha telah diatur bahkan ada dalam PP Nomor 80 Tahun 2019. 

Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 setiap pelaku usaha yang 

akan melakukan perdagangan melalui sistem elektronik harus 

melakukan pendaftaran perizinan berusaha berbasis resiko yang sudah 

diklasifikasikan melalui kode KBLI 4791. Sementara untuk 

periklanan yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 tidak 

menjelaskan mengenai relevansi dengan apa kebutuhan atau urgensi 

dari iklan yang ditampilkan dalam perdagangan melalui sistem 

elektronik. Bahwasanya Pasal 27 hanya menegaskan bahwa materi 

iklan yang ditampilkan pada e-commerce tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal secara nyata 

perlu diatur mengenai hak kekayaan intektual bagi foto, video maupun 

suara yang ditampilkan dalam iklan elektronik. Pengawasan terhadap 

e-commerce di Indonesia didelegasikan kepada direktur Jenderal 

Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN). 

2. Perbedaan Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan E-

Commerce antara Indonesia dan Tiongkok terletak pada peran pengawasan 

dan pembayaran pajak pada saat melakukan perizinan platform e-
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commerce dan hak kekayaan intelektual pada periklanan serta pengaturan 

mengenai izin usaha jasa titip online. Di Tiongkok pemerintah dalam hal 

ini Dewan Negara harus terlibat untuk mempromosikan pengembangan 

perekonomian dibidang digital sehingga tidak ada ketimpangan antara 

wilayah pedesaan dan perkotaan dalam hal ekonomi digital. Sedangkan di 

Indonesia melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023, urgensi 

diundangkannya Permendang Nomor 31 Tahun 2023 yang mencabut 

Permendag Nomor 50 Tahun 2020 adalah untuk mengutamakan produk 

dalam Negeri dan mencegah terjadinya praktek predatory pricing. 

Sedangkan persamaan dalam pengaturan e-commerce antara Indonesia dan 

Tiongkok terletak pada tata cara perizinan e-commerce pada platform e-

commerce. Platform e-commerce wajib memfasilitasi pendaftaran izin 

usaha melalui tampilan beranda untuk melakukan pendaftaran pelaku 

usaha yang akan menggunakan platform e-commerce untuk melakukan 

bisnis di pasar digital.  

3. Perdagangan melalui sistem elektronik memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia tanpa terkecuali usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan produktivitas 

perdagangan. Banyaknya pelaku usaha dan UMKM yang terlibat dalam e-

commerce tentu berpengaruh terhadap persaingan usaha yang sehat dalam 

perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia dan Tiongkok. Di 

Indonesia persaingan usaha diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
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Tidak Sehat. Jika dikorelasikan dengan fakta yang ada saat ini mengenai 

sistem perdagangan yang sudah berubah dari konvensional menjadi 

digitalisasi tentu sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam melindungi 

pelaku usaha jika terjadi praktek predatory pricing dan monopoli dalam 

era digitalisasi. Sehingga lahirnya Permedag Nomor 31 Tahun 2023 

tentunya dapat mengawasi praktek persaingan usaha yang tidak sehat, baik 

dalam perizinan berusaha dan juga periklanan. E-commerce Law of The 

People’ Republik Tiongkok melalui Pasal 22 secara tegas menyatakan 

bahwa bisnis e-commerce yang memiliki posisi pasar dominan baik karena 

keunggulan teknologi, jumlah pengguna atau faktor lainnya tidak boleh 

menyalahkan posisi dominan untuk membatasi terjadi persaingan tidak 

sehat. Dalam Pasal 44 pengawasan hanya diutamakan untuk 

mengamankan kepentingan nasional terhadap dampak negatif PMSE Luar 

Negeri, sementara pengawasan terhadap persaingan pelaku usaha dalam 

negeri juga perlu diberikan perlindungan yang krusial terhadap 

perdagangan melalui sistem elektronik sehingga diperlukan peran KPPU 

dalam pasar digital untuk terlibat dalam melakukan pengawasan pasar 

digital sehingga tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang 

tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektonik.  

B. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai perdagangan melalui sistem 

elektronik dengan topik yang berbeda, serta bagi Pemerintah untuk lebih 
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memperhatikan urgensi terhadap pembuatan Peraturan Perundang-Undangan 

sehingga tujuan dibuatnya Peraturan tersebut dapat mewadahi 

terselenggaranya sistem perekonomian yang baik. Sistem perdagangan digital 

memiliki permasalahan yang kompleks karena melibatkan pengetahuan 

mengenai penggunaan alat-alat digital, sehingga peran pemerintah dalam hal 

ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan pembinaan langsung kepada 

para pedagang sehingga antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan tidak 

terjadi ketimpangan dalam segi ekonomi dan juga pengetahuan digital.  
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